
HUKUM – PEREMPUAN – PELINDUNGAN 

2024 

PERDA KOTA SURAKARTA NO.7, LD 2024/NO.7, 39 HLM 

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN 

ABSTRAK : - Perempuan sebagai warga negara memiliki hak asasi manusia yang wajib 

dilindungi, dihormati, dan dipatuhi tanpa pengecualian, termasuk hak 

untuk bebas dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup dan memastikan pemenuhan hak 

konstitusionalnya, perempuan memerlukan perlindungan dan 

pemberdayaan dari pemerintah daerah. Namun, penyelenggaraan 

perlindungan perempuan di daerah masih belum optimal, sehingga 

diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, 

landasan dan kepastian hukum guna mewujudkan perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan secara maksimal.   

 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2022; UU 

No. 12 Tahun 2022 dan UU No. 11 Tahun 2023. 

 

  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, hak perempuan, 

upaya perlindungan perempuan, kelembagaan, koordinasi dan 

kerjasama, peran serta, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kekerasan 

terhadap perempuan termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang 

mengancam martabat dan hak hidupnya, sehingga perempuan korban 

kekerasan memerlukan perlindungan yang berlandaskan keadilan, 

kepastian hukum dan penghormatan hak asasi. Faktor yang memengaruhi 

diantaranya rendahnya ekonomi, pendidikan dan lingkungan industri, 

sehingga perlu bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab 

melindungi dan memberdayakan korban melalui kebijakan yang 

komprehensif. Upaya tersebut mencakup pembentukan Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT), seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan (P2TP2), Rumah Aman, atau Rumah Singgah yang 

menyediakan layanan pemulihan dan pemberdayaan bagi perempuan 



dan anak korban kekerasan dengan menjamin akses layanan yang efektif 

serta koordinasi yang baik untuk proses pemulihan.  

    

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 

2024 dan ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024; 

  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksaan dari 

Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun 

terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; 

  - Penjelasan: 2 hlm. 

 

 

 


